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R Menurut hemat kita, perhndung-
an I—Iu}cum Merek di Indonesm harus-

lah dapat menyentuh dua aspek, .

yaitu ! _Aspek "administrative enfor-
cement"; Slmultandenganaspek legal
‘enforcement"”, Kedua aspek ini harus-
140" diselenggarakan secara simultan
oleh instansi Direktorat Merek Dit-
jen Hak Cipta, Paten dan Merek De-
- partemen Kehakiman demi efektiv-
nya pengimplementasian UU No. 19
Tahun 1992 tentang Merek yang me-
'nganut "sistem konstitunf”,

Konsep mtl Perhndung an Hokum
Merek di Indonesia adalah tercermin
pada pasal 3 UU No. 19 Tahun 1992,
yaitu : "Hak atas merek adalah hak
khusus yang diberikan negara ke-
pada pemilik merek yang "terdaftar”
dalam Daftar Umum Merek untuk
jangka wakiu tertentu "menggunakan”
sendiri merek tersebut atau memberi
izin kepada seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau ba-
dan hukum uniuk menggunakan-
nya". Inilah batang tubuh daripada
"sistem konstitutif".

Sebelum adanya sistem Kkonsti-
tutif versi UU No. 19 Tahun 1992

*} Penulis adalah pemerhati masalah hukum dan
sosial ekonomi.

ini yang telah berlaku efektif tangdal
1 April 1993, dikenal sistem deklara-
tif sebagaimana dianut UU Nq._Q}
Tahun 1961 tentang Merek Peruga-
haan dan Merek Perniagaan. Slstcfn
deklaratif mendasarkan pada angga-
pan "kebenaran formal" tidak ‘pada
"kebenaran material”, sehingga ku-
rang memberikan kepastian hukum.
Dengan anggapan ini, seseorang
akan dengan mudah menjadi pemilik
merek hanya karena memakai sesgatu
merek pertama kali di Indonesig dan
kemudian mendaftarkannya, Angga-
pan inj tetap berlaku sekalipun ia me-
ngetahui bahwa merek tersebut telah
dimiliki atav dipakai orang lain..

Sistem deklaratif yang diguna-
kan sebelum UU No. 19 Tahun 1992,
pada dasarnya lebih bertumpu pada
anggapan hukum saja, bahwa barang
siapa memakai merek untuk pertama
kali di Indonesia pantas dianggap se-
bagai pihak yang berhak atas merek
bersangkutan atau bahkan sebagai
pemiliknya. Mereka yang mendaftar-
kan merek juga dianggap sebagai
pemakai pertama,

Akan tetapi, di dalam sistem
konstitutif UU No. 19 Tahun 1992
dianut prinsip bahwa "perlindungan
hukum atas merek hanya akan



; "berlangsung apabﬁa hal tersebut dl-'

mmtakan pendaftaxan Jadi pendaf-

X _taran adalah mutlak untuk terjadmya

“hak atas merek “Tanpa’ ‘pendaftaran
tidak ada hak atas merek , juga tidak
ada perlindungan; Sekali tidak di-
daftarkan dan memperoleh Sertifikat
HakMerek akan dilindungi dan orang

s lam tldak dapat memakal yang sama.
: Dengan kata lain, ‘haknya dianggap

“- sebagai hak khusus atau hak eksklu-

- sif. Di siniiah letak perbedaan per-

lindungan hukum merek antara sis-

tem deklaratif dengan sistemn konsti-
tutif yang diyakini lebih memﬁzkx
chasnan hukum,

Berdasarkan pasal UU No. 19

' '-Tzzhun 1992 inilah Ix.antor Merek R1

sudah mendaftarkan jutaan merek-
merekmasyarakat bisnis di-indonesia
maupun Tuar negeri. Diperkirakan
kurang lebih ada 100 merek yang di-
mohonkan pendaftarannya di Kantor
' Merek tiap harinya. Ini merupakan
pertanda. masyarakat seakan-akan
sudah hanyut ke arah apa yang disebut
"label-minded society”, Kesadaran
masyarakat bisnis tentang penting-
nya perlindungan cenderung me-
ningkat di Indonesia. Benarlah bila
dikatakan bahwa "merek"” adalah
jiwa/roh daripada perusahaan. .

Didalam rangka penyelenggara-

n "adminisirative enforcement” ini,
Kantor Merek telah mengembangkan
sistem administrasi pendaftaran me-
rek sesuai dengan UU No. 19 Tahun
1992 dengan sasaran optimalisasi
pelayanan terhadap masyarakat yang

mehpun iangkah langkah prosedu-_. -
ral:(a) Penerimaan permohonan pen--

daftaran merek; (b) Pemeriksaan ke~ .

lengkapan persyaratan pendaftaranl_
merek, (¢) Pengumuman permohonan,
pendafiaran merek untuk memberis.
kankesempatanbagi setiap orang atau
badan hukum mengajukan keberatan
secara tertulis kepada Kantor Merek:
atas permintaan pendaftaran merek -
yang bersangkuian, (d) Pemeriksaan
substantif oleh pemeriksa merek yang
berarti pemeriksaan dengan mem-
perhatikan ketentuan pasal 5 danpa-
sal 6 UU No, 19 1tahun1992 serta bila:
ada keberatan dan sanggahan, (e) Pen-’
daftaran merek dilakukan apabila®
dari hasil pemeriksaan substantif
tersebut disimpulkan oleh pemeriksa
merek dapat disetujui pendaftaran-
nya, (f) Pemberian sertifikat merek,
Dan pengumumkan pendaftaran fer-.
sebut dalam Berita Resmi Merek.

Antisipasi Mafia ?enggunaén
Merek Dagang Menjadi Eagang
Merek

Bahwa dengan demikian, jika
merek telah didaftarkan, maka si
pemiliknya harus "menggunakan-
nya" sendiri di dalam perdagangan
barangnya. Dan seseorang atau be-
berapa orang Secara bersama-sama’
atau badan hukum lain dapat meng-
gunakan merek terdaftar tersebut
apabila mendapat izin dari pemilik-
nya sesuai pasal UU No, 19 Tahun
1992,

Sesuvai pasal itu terlihat ketentu-
an bahwa merek terdaftar harus/wajib



= -dzgunakan/dipakm untuk kegzatan
perdagangan oleh pemiliknya. Keten-

tuan ini. memang harus ditegakkan

terutama guna mencegah timbulnya

- penyalahgunaan fungsi merek dagang
o _Iﬁenj'am_ dagang merek .oleh pemilik-
.- nyamaupun mafia merek. Andaikata
" merekterdafiar tidak diharuskan untuk
o _dlpakai, maka dapat dikhawatirkan
- munculnya praktek mafia monopoli

. _-'-me_r__e}; .di-mana-mana atau terjadinya
" penguasaan ratusan merek-merek

térdaﬁér'_ di tangan satu atau segelintic

* - orang tanpa menggunakannya sendiri

melainkan untuk memperjual beli-
kan/memperdagangkannya kepada
masyarakat

. Ketentuan keharusan meng-

gu_nakan merek terdaftar seperti di
Indonesia ini tidak dikenal di
Hongkong. Karena tidak diaturnya
kewapban memakai merek terdaftar
di Hongkong, sudah tidak asing lagi
bahwa di Hongkong, di tengah-tengah
masyarakat bisnisnya, sangat marak
dengan perdagangan meiek oleh
mafia merek.

Itulah sebabnya, sebagai tindak

Ianjut daripada pasal UU No. 19
Tahun 1992 tersebut, di dalam pasal
51 ayat 1 dan 2 diatur "penghapusan
pendafiaran merek"”, yakni : Peng-
hapusan pendaftaran merek dari Daf-
tar Umum Merek dilakukan Kantor
Merek atas "prakarsa sendiri” apabila
diperoleh bukii yang cukup bahwa :
1. merek tidak digunakan berturut-
torut selama tiga tahun atau lebih
dalam perdagangan barang atau jasa

sejak tangga} pendaftaran atau pe- o

makaian terakhir; 2 . Merek. dj{guna-. '

kan untuk jenis barang atau jasa yang.

tidak sesui dengan jenis barang atau
jasa yang dimintakan pe endaftaran

Dalam hal butir 2 itu, bisa’ terjadz
seorang pemilik merek terdafiar ter- .
tentu menggunakan merek 'b_éf_aﬁ'g
dalam- kegiatan perdagangan,’ tetapi-
pada barang tersebut ditempelkan/
dilekatkan logo atau lukisan ciptaan
orang lain yang sudah dikenal di ma-
syarakat yang bertujuan agar barang
dagangannya laku/laris di pasaran.
Tindakan seperti inilah yang ‘di-
antisipasi oleh pasal 51 ayat 2 huruf
b UU No. 19 Tahun 1992 ini, yang
dikategorikan sebagai kejai}atan_
merek.

Belum Ada Institut Pengawas_éaisl
Monitering Penggunaar Merek

Efektifnya pasal 3 jo pasal 5 ayat
1 dan 2 UU No. 19 Tahun 1992 ter-
sebut menuntut dioperasionalkan-
nya "legal enforcement”. Jika se;lama
ini aspek "administrative enforce-
ment” telah berjalan semakin mantap
melalui optimalisasi pelayanan deng-
an langkah-langkah seperti telah
tersebut di atas, maka di dalam rang-
ka kelanjutan "Perlindungan Hukumn
Merek" di Indonesia secara simul-
tan, merek-merek yang telah didaftar
di Kantor Merek perlu dipelihara
lewat upaya-upaya "legak enforce-
ment"”,

Sebagaimana diketabui, aspek
"legal enforcement” terhadap merek
telah diatur dalam Bab X UU No.



Tahun 1992 teniang Penyidikan dan
Bab XI UU No. 19/1992 tentang
Ketentuan Pidana. Di dalam hal
Penyidikan antara lain ditentukan :
(a) Selain Penyidik Pejabat Polisi Ne-
gara R, juga Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Depar-
temen yang lingkup tugas dan tang-
gungjawabnya meliputi pembinaan
merek, diberi wewenang khusus se-
bagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang
merek ; (b) wewenang tersebut meli-
puti pemeriksaan kebenaran laporan
atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang merek, pe-
meriksaan terhadap orang atau badan
vang diduga melakukan tindak pi-
dana di bidang merek, meminta kete-
rangan dan bukii dari orang atau
badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang merek, melakukan
pemeriksaan atas pembukuan, catai-
an dan dokumen lainnya yang ber-
kenaan dengan tindak pidana di bi-
dang merek, meminta bantuan ahli
dalam rangks pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang
merek, melaknkan pemeriksaan di
tempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti, pembukuan, catatan,
dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan dan hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara pidana di bidang
merek,

Sedangkan di dalam Bab XI UU
No. 19 Tahun 1992 diatur tentang Ke-
tentuan Pidana, antara lain : (a) Setiap
orang yang dengan sengaja dan tanpa

hak menggunakan merek yang sama
pada keseluhannya dengan merek
terdafitar milik orang lain atau badan
hukum lain untuk barang atau jasa
sejenis yang diproduksi dan di-
perdagangkan, dipidana dengan pen-
jara paling lama tjuh tahun dan den-
dapalingbanyak Rp. 100.000.00C (pa-
sal 81) ; (b) setiap orang yang dengan
sengaja dan tanpa tak menggunakan
merek yang sama pada pokoknya
dengan merek terdaftar milik orang
lain atau badan hukum lain, untuk
barang atau jasa sejenisnya yang di-
produksi dan atau diperdagangkan,
dipidana dengan pidana penjara
paling lama Hma tahun dan denda
paling banyak Rp. 50.000.000 (pasal
82) ; (c) Setiap orang yang mem-
perdagangkan barang atau jasa yang
diketahui atau patut diketahui bahwa
barang atau jasa tersebut mengguna-
kan marek terdaftar milik orang lain
secara tanpa bak, dipidana dengan
pidana kurungan paling lama satu
tahun atau denda paling banyak
Rp. 10.000.000 (pasal 84).

akses fungsional antara PPNS Merek
di atas dengan fungsi pelaksanaan
"Prakarsa Kantor Merek" di dalam
penghapusan Pendaftaran Merek
dengan alasan tidak digunakannya
merek terdaftar, dan digunakannya
merek terdaftar fapi tidak sesuai
dengan jenis barang yang dimintakan
pencaftarannya sesuai pasal 51 UU
No. 19 Tahun 1992, Sehingga dengan
demikian belum jelas bagaimana me-
kanisme pelaksanaan "prakarsa” itu.



+:Jika di dalam pasal 51 UU No.
19 Tahun 1992 disebuikan "atas
prakarsa Kantor Merek™ menghapus-
kan pendafltaran merek berdasarkan
bukii-bukii yang cukup bahwa merek
terdaftar tidak di gunakan atau merek
terdaftar digunakan tapi Hdak gesuai
dengan merek yang diminfakan pen-
daftarannya, maka timbal pertanyaan
sqauh 1nana atau bagaimana Kantor
Merek mengetahui ity 7 Padahal hal
itn-hanya dapat diketahui dengan
jalanmenyelidiki bukti-bukti prakiek
penggunaan merek di lapangan.

- Pertanyaan ini fimbul karena
selama ini menurut pengamatan kita,
Kantor Merek belum pernah meng-
gunakan "prakarsa sendiri” untuk
m_énghapuskan pendaftaran merek
be_rdas_urkan alasan tersebut di aias,
karena unit kerja yang berhubungan
dengan pengawasan/monitoring
penggunaan mereka terdaftar di la-
pa_iigan (pasar, pusat-pusat promaosi
dagang, sentra-sentra industri } seba-
gai kita sebut salah satu langkah
"legal enforcement” belum ada,

Kantor Merek dapat mengguna-
kan "prakarsa sendiri” untuk me-
muiuskan penghapusan pendaftaran
merek karena tidak dipergunakan
dan tidak digunakan sesuai yang
terdaftar, tentu harus berdasar bukti-
bukti cukup yang dihimpun di lapang-
an. Sehingga akibat tidak adanya unit
kerja pengawasan/monitoring peng-
gunaan merek, prakarsa iiu belum
pernah digunakan,

Dengan demikian, meskipuny telah
jelas ketentuan tentang kewajiban bagi
masyarakat bisnis pemilik merek
terdafiar untuk menggunakan merek«
nya di daiam perdagangan dan sesuai
dengen yang terdafiar tenn&kmb}jdi
dalam pasal 3 jo 51 ayat 1 dan 2
UU No. 19 Tahun 1992, akan tetapi
karena Kantor Merek belum kunjung
mengembangkan Unit Kerja Moni-
toring Pendayagunaan Merek Ter-
daftar, maka dari kondisi kekosongan
pelaksanaan fungsi tersebut, sangat
dimungkinkan memberi peluang
vang luas bagi timbulnya prakiek-
prakiek dagang merck oleh mafia
merek d¢i Indonesia,

Hal itu berarti, meskipun ada ke-
teninan yang mengatur hal Itu, namun
iika tidak perpah dilaksanakan, maka
sama saja ketentuan ifu seolah-olah
tidak ada sebagai salah satu petunjuk
lemahnya atav kurangnya atensi pihak
terkait terhadap pentingnya "legal
enforcement” dari sudut fungsi pe-
ngawasan/monitoring penggunaan
Merek Terdaftar di Indonesia,

Alternaiif Pendayagunaan Fungsi
PPNS Merek

Drari ulasan di atas, dapatlah
disimpulkan bahwa Perlindungan
Hukum Merek di dalam irama yang
simulian (satu paket kegiatan) antara
aspek "administrasi enforcement”
dengan "legal enforcement” belum
berjalan sesuai amanat UU No. 19
Tahun 1992 tentang Merek. Agaknya
yang menjadi rutinitas kegiatan
¥antor Merek masih lebih berorien-



tasi pada aspek "administrative en-
forcement”, belum kunjung bersatu
Eangsung dengan aspek “Iegal &n-
forcement e :

'. Karena. pcrhu diketahui bahwa
bahkan fungsz PPNS merek di Kantor
Merek belum ‘berjalan karena hingga
sekaranﬂ Kepumsaﬁ Menteri yang
dmanu nantiyang mem buat juknis dan
Jukiak_ PPNS merek hingga saat ini
belum ada. Dan hingga saat ini, indi-
kasz kebljdkdn yang mengarah pada
penc;ptakembangan Unit Kerja Pe-
ngawasan Pendayagunaan Merek di
Kantor Merek EI untuk mengefekif-
kan pelaksanaan pasal 3 jo pasal 51
ayat i dan 2:UU No. 19 Tahun 1992
beium ada

: Oleh sebab ftu, menuiut hemat
Kita, melihat dan mempertimbang-
kan urgensi optimalisasi penegakan
hukum di dalam rangka pengefektif-
an Perlindungan Hukum Merek di
Indonesia sesuai amanat UU No. 19
Tahun 1992, sudah saatnya Kantor
Merek -RI mengembangkan sejenis
Unit Kerja Pengawasan Penggunaan
Merek dengan alternatif mendaya-

gunakan aparat PPNS Merek yang
sekarang ini kita ketshui telah mulhi
direkrut atauw dipersiapkan 0161’}
Kantor Merek,

Fungsi PPNS Merek c:iapaé. _’d_i-
konversi untuk penegakan daripada
pasal 3 jo pasal 51 ayat 1 dan 2 LU
No. 19 Tahun 1992 di dalam kegiatan
pengawasan penggunaan merek se-
bagai tambahan dari pada ﬁ.z:ngsz-.'
fungsi yang telah digariskan ¢i dalam
pagal 30 UU No. 19 Tahun 399_2_
sebagaimana telah Kita sebutkan di
atas. Dengan demikian dapatlah
disimpulkan dan disarankan bahwa
sangat legal dan rasional menerjun-
kan PPNS Merek ke lapangan
menjangkau seluruh Indonesia guna
memonitor/mengawasi penggunaan
merek-merek terdaftar masyarakat
bisnis, apakah memenuhi pasal 3 jo
pasal 51 ayat 1 dan 2 UU No. 19
Tahun 1992, sehingga berdasarkan
hasil kegiatan ini, Kantor Merek
dapat mempergunakan, "prakarsa
senpdiri” untuk menghapus pendaf-
taran merek fertentu yang ada di
Indonesia ataupun tidak, Sekian




[ENSA RAMTIEMAS =

Gambar ini menunjukkan kegiatan operasi vang dilakukan joaran Polri — Polda
Metro Jaya untuk mengantisipasi kejahatan dengan melakukan pemeriksaan terhadap
para penumpang kendaraan umumn,



THE C_DDIE_NE_ R

Dunng The 19305 aconozmc Depress;on when i was in h;tgh schoo
used to ‘caddie at.a golf course. on ‘summer. weekends. - W :
Caddles who go there ear];est were. assured of. work My mother 'would. get
up: at. four in - the monung to make my_breakfast and lunch 80 I would be .
ﬁrst__eut on the course VIR . : '

Dunng my sec:ond year I got thc xdea of askmg players t_ -reques_ m an

:_:as a caddie. It took a little courage, because 1 felt these people were far above -
8 :.me But then I got a: break A banker I'was caddying for sliced 4a'ball into

: the lake I took off my trousers and waded out in my shorts, feeling arround

iE for the ball with my toes until I got it. The banker seemed so pleased that x

__-'I took the oppomlmty to ask, and from then on he requested me every: mme? :

s After that, it -became-easier, and ! learned to ask people for referrals, '
':'_for teferences and for help. It's no use if you aren't ‘doing a good job;: butf__

S you are, -people like to help. To succeed, you must eat, sleep and dream '

'-:your goals But it's also inportant not to be aﬁ’md to ask for heip

(Curt Carlson built a one-man conglomerate compns;ng 75 compames,
-_-_w;th revenues Iast year of of $ 6. 2 billion.} - - iR

from Reader's Digest (Sept 199{))='_-

L VOCABULARY

_ -"-‘jassured of . : dijamin
‘got’a break . memperoleh kesempatan
‘waded out . ‘berjalan tertatih-tatih/sempoyongan
‘feeling arround . berusaha mencari sesuaty dengan meraba-raba
requested :  meminta
revenues . penghasilan, pendapatan

1L STRUCTURE

1. The banker seemed so pleased that I took the oppotunity ...
: ach.








